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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan 
wewenang pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, diberikan hak keuangan dan 
administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lombok Barat; 

b. bahwa dengan mempertimbangan kondisi 
perekonomian dan memperhatikan hasil kajian 
terhadap tunjangan kesejahteraan pimpinan dan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu 
dilakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan 
dan tunjangan transportasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 41 Tahun 2017 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lombok Barat; 

BUPATI LOMBOK BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK BARAT 

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT 
NOMOR ..2A TAHUN 2021 

TENT ANG 

BUPATI LOMBOK BARAT 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nornor' 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 
Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat 
Nomor 149); 

9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 55); 
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(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 
a. jaminan kesehatan, diberikan dalam dalam bentuk: 

1. iuran pada BPJS Kesehatan, termasuk istri/ suami dan anak; 
2. pemeriksaan kesehatan di luar cakupan layanan kesehatan 

yang diberikan BPJS Kesehatan dan dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun serta tidak termasuk istri/suami dan 
anak; 

b. jaminan kecelakaan kerja diberikan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

c. jaminan kematian diberikan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan 
berupa: 
a. tunjangan perumahanan; dan 
b. tunjangan transportasi. 

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
diberikan setiap bulan dalam bentuk uang terhitung sejak pengucapan 
sumpah/janji, dengan besaran sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan 

ratus ribu rupiah); 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 12.300.000,00 (dua juta tiga ratus 

ribu rupiah); dan 
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus 

lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 3 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201 7 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok 
Barat Tahun 2017 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK 
BARAT. 

MEMUTUSKAN: 
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BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR :;) t{ 

H. BAEHAQI 

BARAT, 
. ,J 7_ .~ ------1'/ ;.....--- 

Diundangkan di Gerung 
pada tanggal ~ 'S :)- i.., 

Ditetapkan di Gerung 
pada tanggal C, J ,:;." ~ 'l- 1 

rPATI MBOK BARAT,,., 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
diberikan setiap bulan dalam bentuk uang, tidak termasuk biaya 
perawatan dan biaya operasional sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas 
juta lima ratus ribu rupiah) 
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